
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adrninistrasi 

Kependudukan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2. 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Tengah; 

1950 tentang l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang 
Tata Cara Pemberian Ijin Pernanfaatan dan Akses Nomor 

Induk Kepencludukan, Data Kependudukan clan Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik; 

a. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 

Dalarn Negeri Nomor 61 tahun 2015 Tentang Persyaratan 

Ruang Lingkup clan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta 

Pernanfaatan Nomor lnduk Kependudukan, Data 

Kependudukan clan Karru Tanda Penduduk Elektronik maka 

perlu diatur tata cara pcmberian ijin pemanfaatan clan akses 

Nomor Induk I<ependudukan, Data Kependudukan dan Kartu 
Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el) dengan peraturan 

Bupati Jepara; 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TATA CARA PEMBERIAN IJIN PEMANFAATAN DAN AKSES NOMOR INDUI< 
KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA 

PENDUDUKELEKTRONTKDI KABUPATEN JEPARA 

TENT ANG 

TAHUN 2017 11 NO MOR 

PROVlNSlJAWA TENGAH 
PERA'TURAN BUPATI JEPARA 

BUPATI JEPARA 

- 
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5. Peraturan Pernerintah Nomor 37 Tahun 2007 teniang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nornor 80, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 
37 Tahu.n 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2006 tentang Adrninitrasi Kependudu.kan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5373); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 24'1, Tarnbahan Lembaran Negara 
Repubik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 
Norn or 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

Indonesia Nomor 4674), sebagairnana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 547S)i 



11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 
· . . ~ - -- · tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah \~" . ··-\\ j\ (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, 

--(_--1=1.--=== - 'T'--~ ... ~ ... - T ,,.._..\... .................. n .... ,,....-"\'-- Voh,1nor""'n. fpnQrQ Nnmnr 1 I\· 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nornor 2 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Adrninistrasi Kependudukan 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 
11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 
10) sebagairnana diubah dengan Pcraturan Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2016 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 

2 Tabun 2010 ; 

9. Peraturan Daerah Kabupatcn Jepara Nomor 15 Tahun 2012 
tentang Pernbenrukan Peraruran Dacrah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan 
Lernbaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 
tentang Persyaratan, Ruang Lingkup, dan Tata Cara 
Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk 
Kependudukan (NIK), Data Kependudukan clan Karru Tanda 

Penduduk Elektronik; 

6. Peraruran Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Trarisakai Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5348); 
7. Peraturan Presidcn Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan 

Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor lnduk 
Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana Lelah 
beberapa kaJi diubah, terakhir dengan Pcraturan Presiden 
Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas 
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan 
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor lnduk 
Kcpendudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 257); 



Pcncatatan Sipil sebagai satu kesaruan. 

6. Adrninistrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 
penertiban dalam penerbitan dokwncn dan data kependudukan melalui 
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi adrninistrasi 

kependudukan serta pendayagunaan sektor La.in. 
7. Sistem informasi Adminisrrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK 

adalab sistem informasi yang mcmanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan inforrnasi administrasi 
kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan 

administrasi dalam urusan berwenang melaksanakan pelayanan 
kependudukan. 

5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang berternpat 

tinggal di Indonesia 

Dalam Peraruran Bupati ini yang climaksud dengan: 
I. Daerab adalab Kabupaten Jepara 
2. Pernerintah Kabupaten adalah Pemcrintah Kabupaten Jepara 
3. Bupati adalah Bupati Jepara 
4. lnstansi pelaksana adalah perangkat dacrah yang bertanggung jawab dan 

Pasal l 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IJ1N 

PEMANF'AATAN DAN AKSES NOMOR lNDUK 

KEPENDlJDUl<AN, DATA KEPENDlJDUKAN DAN KARTU TANDA 

PENDUDUK ELEKTRONlK DI KABUPATEN JEPARA 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Pungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Jepara. 



~ \\ • _p !I 

(1) Pemanfaatan dan akses NLK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh 
lnstansi pelaksana dengan memanfaatkan teknologi inforrnasi dan 
kornunikasl untuk mernfasilitasi pengelolaan informasi NlK, Data 

kependudukan dan KTP-eL 
(2) Koordinasi pemanfaatan clan akses NIK, Data Kependudukan dan K'I'P- el 

dilaksanakan dengan tata cara mengadakan koordinasi dengan instansi 
vertikal dan lembaga pengguna tingkal Kabupaten Jepara 

Pasal 3 

Tata cara pernberian ijin pernanfaatan dan akses NIK data kependudukan dan 
KTP elektronik bertujuan untuk memberikan kepastian hukurn atas data 
kependudukan yang mutakhir, benar dan lengkap. 

Pasal2 

8. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan 
secara sistemarik, terstrukrur dan sating berhubungan dengan menggunakan 
perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. 

9. Data kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat 
(kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis 
kelamin, kelornpok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan) yang terstruktur 
sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

10. Nomor Jnduk kependudukan, selanjutnya disingkat NTI{ adalah Nomor 
ldentitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada 
seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 

l l. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat l<TP-el adalab Kartu 
Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resrni 
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana 

12. Pengguna data adalab Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dan Sadan 
Hukurn Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki 
bubungan vertikal dengan Jembaga pengguna di Tingkat Pusat, 

13. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada 
pada penyelenggara, lnstansi Pelaksana, dan pengguna unruk dapat 
mengakses data base kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan. 



(2) Proses Pemberian izin sebagai:mana dimaksud pada ayat (l) diatur sebagai 

berikut: 
a. Pemberian ijin oleh Bupari cliatur dalam perjanjian kerja sama dengan 

lembaga pengguna; 
b. Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai persyaratan pembuatan 

dan pelaksanaan perjanjian kerjasarna antara lnstansi Pelaksana dengan 

Lembaga Pengguna Tingkat Kabupatcn Jepara; 
c. Naskah perjanjian kerjasarna sebagaimana dimaksud pada huruf b sebelurn 

ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada unit kerja 
yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Jawa 

Tengah; 
d. Hal-hal yang bersifat teknis Jainnya diatur oleh Instansi Pelaksana. · .., 

•• ~ ~ t 

(1) Bupati memberikan izin hak akses kepada petugas pada Instansi Pelaksana 
dan Lembaga Pengguna Tingkar Kabupaten Jepara 

BAB n 
TATA CARA PEMBERlAN HAK AKSES 

Pasal 6 

1. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara ; dan 
2. Badan Hukurn Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Jcpara yang 

rnemberikan pclayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan 

Je.mbaga pengguna di tingkar pusat. 

Cakupan Pelayanan 
Pasal 5 

Pcmerintah Kabupaten Jepara berwenang dan berkewajiban melayani 
pemanfaatan NTK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada lembaga pengguna, 

meliputi: 

Llngkup Pemanfaatan 

Pasal4 

(l) Lingkup pemanfaatan oleh lembaga Pengguna meliputi NIK, Data 

Kependudukan dan KTP-el. 
(2) NIK dan Data Kependudukan sebagairnana sebagaimana dirnaksud pada ayat 

(1), adalah data yang telah dikonsolidasi dan dlbersihkan oleh Kementerian 
Dalam Negeri, yang bersurnber dari hasil pelayanan administrasi 
kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan Data 
Center Kementerian Dalam Negeri. 



• - J,- ........ , 
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3 a. Bupati melalui Jnstansi Pelaksana rnelakukan pengendalian, pengawasan 
dan evaluasi terhadap lernbaga pengguna secara insidentil dan berkala 

setiap enam bulan; 
b. Bupati. melalui Instansi Pelaksana melaporkao hasil pengendalian, 

pengawasan dan evaluasi kepada Menteri Dalam Ncgeri melalui Gubernur 

secara insidentil dan berkala setiap enam bulan. 

2. a. Penandatanganao perjanjian kerjasarna antara lnstansi Pelaksana dengan 
Pimpinan Lernbaga Peogguna Tingkat Kabupaten Jepara sebagai tindak 
lanjut dari pemberian izin pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan 
KTP-el sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b; 

b. Pembenrukan Tim Teknis oleh lernbaga pengguna yang sudah 
menandatangani perjanjian kerjasama; 

c. Pemberian hak akses oleh Bupati herdasarkan perrnintaan dari lernbaga 
pengguna yang sudah menandatangani perjanjian kerjasarna. 

l. a. Permohonan perrninraan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga 
pengguna sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b kepada 

Bupati; 
b. Pernberian lzin pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP- el oleh 

Bupali kepada lembaga pengguna Tingkat Kabupaten; 
c. Selanjutnya Bupati menugaskan kepada Instansi Pelaksana untuk 

menindaklanjuti ijin dimaksud daJam bentuk Perjanjian Kerjasama; 

Pernanfaatan NIK, Data kependuduka.n clan KTP-el oleh lembaga pengguna 
sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 wajib menggunakao aplikasi data 
warehouse yang dibangun oleh Direktorat Jendral Kependudukan clan Pencatatan 

Sipil dan prosesnya diatur sebagai berikut: 

Pasal 7 

TATA CARA PEMENF'AATAN 

BAB Ill 
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BUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR BERITA DAE 

Diundangkan di Jepara 
Pada tanggal 
SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

IHWAN 

Pit. BUPATl ,JEPARA, 

Ditetapkan di Jepara 
Pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dae1·aJ1 Kabupaten Jepara. 

BAB JV 

KETENTUAN PENUTUP 

PasaJ 8 
Peraturan Bupari ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan. 


